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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

1. Masalah Pokok

Bahwa dalam rangka mericapai masyarakat yang adil dan makmur pemerintah telah melaksanakan

pembangunan disegala bidang yang dilakukan secara bertahap melalui Repelita-Repelita.

<br><br>

Bahwa sampai saat ini pembiayaan pembangunan yang terpenting adalah masih berasal dari devisa Migas,

sehingga dengan terus merosotnya harga minyak bumi dipasaran Internasional telah menyadarkan

pemerintah untuk mencari sumber yang lain : yaitu dengan berusaha meningkatkan penerimaan devisa dari

sektor non migas.

<br><br>

Untuk meningkatkan ekspor non migas peraerintah telah memberikan bantuan-bantuan kepada eksportir

antara lain berupa pemberian kredit ekspor dengan bunga yang rendah untuk meningkatkan usahanya

dengan meningkatnya ekspor non migas akan menghasilkan devisa bagi negara juga menguntungkan

eksportir maupun pihak bank disamping memperluas kesempatan kerja atau peningkatan pendapatan yang

diterima oleh para pekerja. Keadaan demikian akan menambah daya beli masyarakat sehingga akan

mempengaruhi kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Apabila keadaan tersebut kita tarik kedalam scope

nasional maka berarti pemberian kredit ekspor dapat mempercepat proses perturnbuhan ekonomi masyarakat

yang pada akhirnya akan dapat tercapai tujuan pembangunan tersebut.

<br><br>

Bahwa pemberian kredit ekspor menyangkut aspek hukum dalam hal ini menyangkut hukum perjanjian.

Walaupun perjanjian kredit tunduk pada peraturan-peraturan yang bersifatkhusus dan ketentuan-ketentuan

lain yang disetujui oleh para pihak, tetapi mengenai hal-hal umum yang tidak diatur didalam perjanjian

kredit dan ketentuan-ketentuan khusus tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam Bab XIII K.U.H.Perdata.

<br><br>

Bank Bumi Daya dimana penulis bekerja adalah salah satu penyalur kredit ekspor tersebut oleh sebab itu

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penulis telah memilih judul. Perjanjian Kredit Dalam Rangka

Kredit Ekspor Pada Bank Bumi Daya.

<br><br>

2. Metode Penelitian

Untuk menyusun skripsi ini penulis telah berusaha mengurnpulkan data baik yang berupa data primer

raaupun data skunder. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menghimpun data tersebut adalah dengan

mengadakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Data yang

terkumpul tersebut kemudian penulis olah sedemikian rupa sehingga tersusunlah skripsi ini.
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<br><br>

3. Hal-hal yang Dapat Ditemukan

Pemberian kredit adalah merupakan perjanjian atau persetujuan yang tunduk pada pada Hukum Perjanjian,

khususnya perjanjian pinjam mengganti seperti yang dirumuskan pada pasal 1754 K.U.H.Perdata.

<br><br>

Kredit ekspor mempunyai peranan yang penting dalam rangka meningkatkan ekspor non migas, dimana

devisa yang diterima sangat menunjang terlaksananya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh

pemerintah bahkan diharapkan secara berangsur-angsur devisa non migas dapat mengurangi ketergantungan

kita pada hasil minyak bumi yang keadaannya makin tidak menentu.

<br><br>

Dalam pelaksanaan pemberian kredit ekspor diketemukan adanya hal-hal yang menghambat lancarnya

pemberian kredit ekspor maupun dalam pengembalian kredit ekspor tersebut, hal ini disebabkan antara lain

oleh keadaan eksportir , keadaan perdagangan luar negeri maupun kebijaksanaan perdagangan negara lain

dan hal-hal diluar kemampuan eksportir/ bank. Hal tersebut menimbulkan masalah-masalah baik yang

dihadapi oleh eksportir/nasabah maupun oleh bank.

<br><br>

Kesimpulan Dan Saran-Saran

A. Kesimpulan

Pemberian kredit sebagai suatu bentuk perjanjian diatur dalam U.U.No.14 tahun 1967, namun karena belum

diatur secara terperinci mengenai perjanjian kredit

tersebut maka berdasarkan peraturan peralihan pasal II 1945 perjanjian kredit tunduk pada Bab XIII Buku

III K.U.H. Perdata, demikian kebanyakan pendapat para sarjana.

<br><br>

Tujuan pemberian kredit ekspor adalah untuk meningkatkan ekspor non migas kita yang dananya akan

dipakai untuk membiayai pembangunan yang sedang dilaksanakan, yang sampai saat ini masih tergantung

dari devisa migas.Dengan peningkatan ekspor non migas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan

tersebut.

<br><br>

Pemberian kredit ekspor didasarkan kepada kepercayaan bank terhadap calon debitur bahwa calon debitur

dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit ekspor dan dapat memenuhi kewajiban-

kewajibannya. Untuk mendapatkan kredit ekspor calon debitur harus mengajukan permohonan kredit

kepada bank sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

<br><br>

Walaupun dalam pemberian kredit ekspor diberikan kemudahan-kemudahan termasuk dalam hal

jarainannya, narnun jarninan tersebut tetap mempunyai peranan yang penting dalam kredit ekspor. Oleh

sebab itu untuk kredit ekspor ini ditentukan stock barang yang akan diekspor dan hasil negosiasi wesel

ekspor sebagai jaminan utama serta asuransi jaminan kredit ekspor sebagai jaminan tambahan.

<br><br>

Dalam rangka penyaluran kredit ekspor tersebut, sampai sekarang masih terdapat harnbatan-hambatan yang

harus mendapat perhatian agar pelaksanaan dikemudian

hari dapat lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

<br><br>



B. Saran-Saran

Agar pemberian kredit ekspor dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka para

eksportir hendaknya mengetahui seluk beluk perdagangan luar negeri secara baik untuk itu perlu diberikan

petunjuk-petunjuk, sedangkan pihak bank agar memberikan pelayanan dan bimbingan agar debitur dapat

berhasil dalam usahanya.

<br><br>

Hendaknya keputusan pemberian kredit didasarkan pada hasil penelitian yang obyektif namun demikian

hendaknya penilaian dilakukan secara cepat dan seefisien mungkin.

<br><br>

Perlu pula adanya koordinasi yang baik dari semua instansi, baik dari pihak bank, pihak Departemen

Perdagangan dan juga dari pihak debitur sendiri sehingga dapat tercapai sasaran yang ingin dicapai dari

pemberian kredit ekspor tersebut.


